
Polemik Legitimasi Raja Moronene
Memanas,  Kubu  Mardhan  dan
LAM Ungkap Fakta Versi Mereka
Bombana, Sultranet.com – Polemik legitimasi  Kepemimpinan Adat Kerajaan
Moronene Keuwia Rumbia kembali  memanas setelah pernyataan Wakil  Bupati
Bombana,  Ahmad Yani  dan pihak Raja  Moronene Pauno Rumbia VII,  Mokole
Alfian Pimpie S.H., M.AP beredar di sejumlah media. Selasa (9/12/2025).

Pernyataan  yang  menyebut  aksi  demonstrasi  di  Polda  Sultra  tidak  mewakili
kerajaan  yang  sah  serta  klaim bahwa Lembaga  Adat  Moronene  (LAM)  telah
dibubarkan, mendapat bantahan keras dari kubu Musyawarah Adat 1 Juli 2025.

Mantan Koordinator Musyawarah Adat Moronene, Muhammad Mardhan, M.A.,
menilai  pemberitaan  dari  beberapa  media  tidak  berimbang  dan  cenderung
memihak satu kelompok.

“Media seperti itu layak dievaluasi Dewan Pers. Beritanya tidak berkualitas, tidak
diverifikasi, dan jelas menguntungkan satu kelompok tertentu. Itu bukan kerja
jurnalistik, tapi alat propaganda,” tegas Mardhan.

Aksi di Polda Sultra Disebut Tidak Sah, Mardhan Lakukan Klarifikasi

Sebelumnya,  Wakil  Bupati  Bombana,  Ahmad Yani,  menyatakan  bahwa massa
Lembaga  Adat  Moronene  (LAM)  yang  berunjuk  rasa  di  Polda  Sultra  tidak
mewakili  Kerajaan  Moronene  yang  sah.  Menanggapi  itu,  Mardhan  menyebut
pernyataan tersebut keliru dan tidak memahami konteks aksi.

“Aksi di Polda itu bukan soal suksesi raja, tapi soal dugaan kriminalisasi terhadap
tokoh  adat.  Kalau  Wabup  mau  bicara  legitimasi,  pahami  dulu  persoalannya.
Jangan asal keluarkan pernyataan yang menyesatkan publik,” ujarnya.

Mardhan  juga  menyinggung  pernyataan  Mokole  Alfian  Pimpie  yang  ia  sebut
sebagai mantan raja, yang dalam pemberitaan lain mengklaim masih sebagai raja
Moronene  Keuwia  Rumbia  yang  sah.  Menurutnya,  itu  bertentangan  dengan
keputusan adat 1 Juli 2025.
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“Pemakzulan  Raja  Moronene  Keuwia  Rumbia  ke-VII  itu  sudah  final  sejak
Musyawarah Adat 1 Juli 2025. Kalau mereka masih ngotot mengakui legitimasi
Raja Moronene Keuwia ke-VII, itu urusan mereka. Kami sudah tidak sudi punya
raja seperti itu,” katanya.

Ia bahkan menantang pihak yang tidak setuju untuk hadir  di  forum terbuka.
“Jangan cuma baka-baka di media. Kalau punya pengetahuan dan dasar adat yang
benar, mari ketemu di forum khusus dan debat terbuka. Jangan cuma jago bikin
gaduh,” tegasnya.

LAM Bantah Keras Klaim Pembubaran Versi Kerajaan Keuwia

Ketua Lembaga Adat Moronene, Yunus N.L., juga merespons klaim dari Kerajaan
Moronene Keuwia yang menyebut LAM telah dibubarkan sejak 2017. Klaim itu
sebelumnya disampaikan Alfian Pimpie melalui sejumlah media.

“Pernyataan bahwa LAM dibubarkan itu pernyataan tolol.  LAM diakui negara
melalui Akta Nomor 7 tanggal 10 Februari 2000 dan diperbarui tahun 2025 lewat
Musyawarah Luar Biasa. Tidak ada kerajaan mana pun yang bisa membubarkan
organisasi  yang diakui negara,  apalagi oknum raja yang sudah dimakzulkan,”
tegas Yunus.

Ia  menjelaskan  bahwa  LAM  telah  eksis  sebelum  terbentuknya  Kabupaten
Bombana dan hingga kini  tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga adat
resmi masyarakat Moronene.

“Kami menjaga kepentingan masyarakat Moronene. Beda dengan Lembaga Adat
versi  kerajaan yang hanya memikirkan kepentingan sempit dan dekat dengan
kekuasaan,” tegasnya.

Untuk diketahui, diberitakan sebelumnya pihak Raja Moronene Keuwia Rumbia
VII,  Alfian  Pimpie  menegaskan  tidak  mengakui  keberadaan  Lembaga  Adat
Moronene (LAM) yang dinyatakan telah dibekukan sejak 2017. Penegasan itu
disampaikan melalui maklumat resmi Pauno Rumbia VII pada konferensi pers di
Rumah Adat  Moronene Keuwia  Rumbia,  Kelurahan Taubonto,  Minggu malam
(7/12/2025).

Maklumat tersebut dikeluarkan sebagai respons atas aksi LAM di Markas Polda
Sulawesi  Tenggara  pada  4  Desember  lalu,  yang meminta  pembatalan  proses



hukum terhadap Mokole Aswar Latif Haba yang mereka klaim sebagai Raja ke
Moronene Keuwia VIII versi LAM. Kerajaan menyatakan tindakan itu tidak sah
karena LAM sudah tidak lagi menjadi bagian dari struktur resmi adat Moronene
Keuwia Rumbia.

Dalam  maklumatnya,  Pauno  Rumbia  VII,  Mokole  Alfian  Pimpie  menegaskan
bahwa sejak penobatannya sebagai Raja ke XXXIII pada 2012, tidak pernah ada
proses pemilihan, pelantikan, ataupun penetapan raja baru.

“Pergantian raja hanya bisa dilakukan dari garis keturunan langsung dan melalui
prosesi  adat  yang  disaksikan  pemerintah  dan  kerajaan-kerajaan  tetangga,”
tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa LAM telah demisioner sejak 1 Oktober 2017 setelah
terbentuknya Lembaga Adat Kerajaan Moronene Keuwia (LAKM).

“LAKM Keuwia mendukung penuh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum
(APH) untuk menjalankan tugas secara profesional,” tegas Alfian Pimpie.
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